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BAB VIII 
SINKRONISASI RKPD DENGAN RKP 2008 

 
Kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 

2008 secara umum diarahkan kepada peningkatan kinerja dan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas keamanan dan 

ketertiban kota sebagai kebutuhan dasar (basic need) masyarakat, serta 

peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berdasarkan kebijakan 

tersebut, maka disusunlah Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2008 selanjutnya 

dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas pembangunan yang terfokus 

dan tepat sasaran dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari 

berbagai pihak. Penentuan Program Prioritas Sektor tidak terlepas dari 8 

Prioritas Pembangunan Nasional, sehingga program prioritas haruslah sejalan 

dengan Prioritas Nasional. Adapun program prioritas sektor yang berkorelasi 

dengan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2008 sebagai berikut: 

 

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatnya interaksi 

keterkaitan kegiatan ekonomi, investasi, kesempatan kerja dan ekspor 

produk unggulan. Fokus dari prioritas tersebut adalah pada peningkatan 

produktifitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif, penciptaan 

pasar tenaga kerja yang lebih luas, serta perbaikan iklim investasi dan 

berusaha. Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan 

fokus prioritas di atas adalah : (1) Terlaksananya tahapan pembangunan 

terminal agribisnis dengan komoditi unggulan antara lain sayur mayur, 

buah-buahan, unggas, ikan dan daging. (2) Berfungsinya perijinan 

investasi Provinsi DKI Jakarta melalui satu pintu; Sentra Primer Baru 

Timur untuk pengembangan Jakarta ke wilayah timur dan Sentra Primer 

Baru Barat untuk pengembangan Jakarta ke wilayah barat. Pelabuhan 

perikanan untuk wilayah timur, wilayah tengah dan wilayah barat Jakarta. 
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(3) Ditingkatkannya kualitas dan kapasitas sektor informal  antara lain 

bengkel, kaki lima, tukang kayu, tukang batu, dan pekerja rumah tangga.   

 

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan 
Perdesaan 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan fungsi 

paru-paru kota sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kualitas 

kehidupan warga DKI Jakarta. Fokus dari prioritas tersebut adalah 

revitalisasi hutan kota dan peningkatan ruang interaksi publik. 

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus 

prioritas di atas adalah  Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), antara 

lain dipertahankannya kualitas RTH Publik sebagai sarana sosial, sarana 

lingkungan, dan identitas kota, bertambahnya taman kota dan taman 

pemakaman umum,  bertambahnya jumlah dan kualitas RTH pada RW 

Kumuh di lima wilayah kotamadya, terlaksananya rehabilitasi dan 

perawatan hutan mangrove di pantai Marunda dan Cilincing. 

meningkatnya kualitas dan kuantitas RTH Privat, dan peningkatan Kali 

Ciliwung Segmen MT Haryono s/d Pintu Air Manggarai agar memiliki 

dimensi sesuai rencana teknis serta  bantaran yang bersih, hijau dan 

terang. 

 
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan 

Pengelolaan Energi 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengurangi kesenjangan antara 

kebutuhan dan kemampuan penyediaan infrastruktur baik kuantitas 

maupun kualitas. Fokus dari prioritas tersebut adalah rehabilitasi dan 

pemeliharaan infrastruktur, peningkatan pelayanan infrastruktur dalam 

rangka mendukung daya saing sektor riil, serta peningkatan partisipasi 

swasta dalam pembangunan infrastruktur. Adapun program prioritas 

sektor yang menunjang tujuan dan fokus prioritas di atas adalah (1) 

mengembangkan Pola Transportasi Makro (PTM) meliputi pembangunan 

infrastruktur pengendalian banjir untuk mengurangi banjir dan genangan di 
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26 kawasan rawan banjir, antara lain : Banjir Kanal Timur; Kali Ciliwung; 

Kali Krukut.   

(2) Meningkatnya kapasitas pelayanan angkutan umum, antara lain: 

terbentuknya kelembagaan Mass Rapid Transit (MRT); Beroperasinya 

Busway koridor 11 dan 12,  meningkatnya kualitas pelayanan Busway 

koridor 1 sampai 10, restrukturisasi trayek angkutan umum dan 

pengembangan sistem feeder,  serta peningkatan kapasitas ruas jalan dan 

persimpangan. (3) Berkurangnya polusi udara, antara lain: Menurunnya 

tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi dari sumber 

bergerak (transportasi) dan sumber tidak bergerak (industri) yang melebihi 

baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan; Menurunnya tingkat 

pencemaran udara dalam ruangan; dan Menurunnya jumlah pelanggaran 

pada kawasan Dilarang Merokok. (4)  Berkurangnya pencemaran air, 
antara lain : Mneingkatnya status mutu air (sungai, waduk/situ, air tanah, 

muara, perairan Teluk Jakarta) yang memenuhi baku mutu; Berkurangnya 

rumah tangga dan non rumah tangga yang membuang limbah 

domestiknya melebihi baku mutu serta industri yang membuang limbah 

cairnya melebihi baku mutu. (5) Meningkatnya kapasitas 
penanggulangan sampah, antara lain: meningkatnya kemandirian 

pengelolaan sampah di sumber, meningkatnya layanan  TPS/LPS dan 

terlaksananya tahapan pembangunan Intermediate Treatment Facility 

(ITF) Duri Kosambi. 

 
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatan upaya percepatan 

pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan kompetensi 

guru dan manajemen sekolah, serta layanan kesehatan dasar dan 

kesehatan lingkungan. Fokus dari prioritas tersebut adalah percepatan 

pemerataan, (1) Meningkatnya akses penduduk terhadap layanan 
pendidikan, antara lain: Tidak terjadinya putus sekolah bagi siswa SD, 

SMP, SMA, SMK, terlaksananya wajib sekolah bagi PMKS (anjal, gepeng, 

UKS, TBM, dan lain-lain) usia sekolah dan berkurangnya anak usia 

sekolah yang tidak bersekolah. Terintegrasinya upaya peningkatan 
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kebugaran masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan 

masyarakat. Pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan korban 

trauma. Meningkatkan frekuensi pengawasan obat dan makanan di 

Provinsi DKI Jakarta. (2) Menurunkan jumlah penyalahgunaan 
Narkoba, antara lain : peningkatan koordinasi pengawasan produksi dan 

peredaran narkotika dengan pihak berwajib, peningkatan pengawasan dan 

pembinaan serta penyalahgunaan narkotika di masyarakat. 

 
5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan 

Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah untuk mengurangi beban 

(pengeluaran) masyarakat miskin serta meningkatkan penghasilan melalui 

penyediaan prasarana dan sarana dasar secara bertahap. Fokus dari 

prioritas di atas adalah pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin 

atas penyediaan pelayanan dasar dan pemberdayaan usaha mikro. 

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus 

prioritas di atas adalah (1) Meningkatnya akses Gakin terhadap layanan 

pendidikan, layanan kesehatan, beras murah,  permodalan usaha  

(PPMK), layanan rumah susun sewa serta tertatanya lingkungan 

permukiman kumuh. Berkembangnya Kawasan Pemukiman Marunda, 

antara lain: terbangunnya Rumah Susun Sewa yang dihuni oleh penghuni 

dengan kemampuan ekonomi lemah (eks bantaran kali dan kolong jalan 

tol), berfungsinya Angkutan umum Marunda – Tanjung Priok, terkoordinasi 

penyediaan air minum,  terkoordinasinya penyediaan listrik dan 

terkoordinasinya penyediaan Pasar Basah. 

 

6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah peningkatkan kualitas sumber 

daya aparatur negara yang profesional dan akuntabel, peningkatan 

kualitas pelayanan publik serta peningkatan law enforcement sebagai 

penunjang pelaksanaan perundangan dan kebijakan. Fokus dari prioritas 

tersebut adalah melanjutkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas 
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pelayanan publik. Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan 

dan fokus prioritas di atas adalah (1) Terintegrasinya sistem informasi 

untuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan APBD  

dan pengawasan internal. Dilaksanakannya pelelangan pengadaan 

barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Berfungsinya satuan 

kerja perijinan investasi Provinsi DKI Jakarta melalui satu pintu. (2)  

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di garis depan, antara lain: 

pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan dan pelayanan di UPT-SKPD 

lainnya. 

 
7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan 

Dalam Negeri 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menjaga keamanan dan 

ketertiban pada lokasi rawan konflik serta peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana ketertiban lingkungan. Fokus dari prioritas tersebut adalah 

peningkatan kualitas keamanan, pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan narkoba, penyelesaian dan pencegahan konflik antar 

warga, serta penanggulangan dan pencegahan segala bentuk kejahatan. 

Adapun program prioritas sektor yang menunjang tujuan dan fokus 

prioritas di atas adalah: (1) Terintegrasinya upaya pembinaan 
kepemudaan antara lain melaui pemberdayaan karang taruna, pramuka, 

Palang Merah Remaja, siswa SMP/SMA, mahasiswa, dokter kecil pemuda 

pelopor/SP3, Wirausaha, Kelompok Ilmiah Remaja,  dan pertukaran 

pemuda antar Negara  yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan 

masyarakat. (2) Terintegrasinya upaya perlindungan/pemberdayaan 
anak antara lain; anak jalanan, anak korban kekerasan, anak korban 

trafficking, pekerja anak, dan anak nakal yang dilaksanakan oleh berbagai 

sektor dan masyarakat. Terintegrasinya upaya masyarakat dan 

pemerintah  dalam penanggulangan masalah Pengemis, gepeng, PSK, 

Komunitas Adat Terpencil (KAT), Eks Napi, Eks PSK, orang terlantar, 

waria dan  preman 
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(3) Terintegrasinya upaya masyarakat dan pemerintah dalam membangun 

masyarakat multi etnik, multi agama dan multi ras untuk mencegah 

kerusuhan social di tingkat akar rumput. 

 

8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan 
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular. 
Tujuan dari prioritas di atas yang dikaitkan dengan lingkup tugas 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menurunkan resiko terjadinya 

bencana dan meningkatkan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam 

menghadapi bencana. Fokus dari prioritas tersebut adalah sosialisasi 

persuasif mitigasi bencana, peningkatan waspada bencana masyarakat 

dan pemerintah, serta peningkatan kerjasama masyarakat dan pemerintah 

dalam mengantisipasi serta menanggulangi bencana. Kinerja yang 

ditetapkan untuk mencapai prioritas tersebut antara lain (1) Meningkatnya 
kapasitas pengelolaan bencana, antara lain melalui  peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, 

terintegrasinya upaya masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan 

bencana, serta berfungsinya Badan Pengelola Bencana Provinsi DKI 

Jakarta dan Crisis Center. (2) Meningkatnya kapasitas pemerintah dan 
masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular, antara lain 

melalui peningkatan  penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), 

Tuberculosis (TBC),  Flu Burung dan HIV/AIDs. 


